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MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan yang
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021;

3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

4. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
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MATA ACARA RUPS TAHUNAN ATLAS

Mata Acara Pertama

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan yang telah
diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Materi Rapat

Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan yang memuat Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati
Sensi Idris, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal yang menyatakan
bahwa laporan keuangan konsolidasian disusun dengan asumsi bahwa Grup akan dapat
mempertahankan kelangsungan usahanya, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia. Laporan Tahunan Perseroan tersebut telah tersedia dan dapat diunduh melalui
situs Perseroan di http://www.atlas-coal.co.id
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MATA ACARA RUPS TAHUNAN b

Mata Acara Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.

Materi Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71
UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021
(jika ada) harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.



MATA ACARA RUPS TAHUNAN b

Mata Acara Ketiga

Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Materi Rapat

Usulan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.



MATA ACARA RUPS TAHUNAN e

Mata Acara Keempat

Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Materi Rapat

Ketentuan mengenai besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS sesuai Pasal 113 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan Anggaran Dasar
Perseroan Pasal 18 ayat 8.

Sedangkan sesuai Pasal 96 ayat 1 UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 besarnya gaji dan tunjangan
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU Perseroan Terbatas
No. 40/2007 kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat Rapat.
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MATA ACARA PERTAMA ATLAS

PERSETUJUAN PENERBITAN SAHAM MELALUI PENAMBAHAN MODAL TANPA MENERBITKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN
MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH OLEH PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 14/P0OJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO.32/P0OJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, UNTUK PENERBITAN SAHAM KEPADA
INVESTOR SERTA PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (2) ANGGARAN DASAR PERSEROAN
MENGENAI MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR SEHUBUNGAN DENGAN PMTHMETD
PERSEROAN.
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USULAN KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA - MATA ACARA PERTAMA ATLAS

1. Menyetujui untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan
nilai nominal Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau sebesar 9,58 % (Sembilan
koma lima puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan kepada investor-investor dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka
Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Memberikan kuasa dan wewenang serta hak substitusi kepada Presiden Direktur
Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Presiden Direktur Perseroan untuk
melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk mengeluarkan saham baru serta meningkatkan modal
Perseroan yang dikeluarkan dan disetor serta menandatangani akta-akta serta dokumen
yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ketntuan yang berkaitan dengan
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut;






